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PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK

INDUSTRI PUPUK UREA, PUPUK SP-36, DAN PUPUK AMONIUM SULFAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
perlu menetapkan Standar Industri Hijau;

bahwa proses produksi industri pupuk menggunakan
bahan berbahaya dan beracun dan sumber daya energi
yang besar, perlu mengatur persyaratan teknis dan
manajemen untuk mewujudkan industri hijau;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri
Hijau untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan
Pupuk Amonium Sulfat;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5492);
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Menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor S51/M-IND/
PER/6/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 854);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/
PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR
INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI PUPUK UREA, PUPUK
SP-36, DAN PUPUK AMONIUM SULFAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber
daya industri sehingga menghasilkan barang yang
mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,
termasuk jasa industri.

Pupuk adalah suatu bahan organik atau anorganik,
mengandung satu atau lebih jenis unsur hara, yang
ditambahkan ke dalam tanah atau disemprotkan pada
tanaman dengan maksud untuk menambah unsur hara
yang diperlukannya dan meningkatkan produksi.

Pupuk Urea adalah pupuk buatan yang merupakan
pupuk tunggal, mengandung unsur hara utama nitrogen,
berbentuk butiran (prill) atau gelintiran (granular) dengan
rumus kimia CO(NHa)2.

Pupuk SP-36 adalah pupuk fosfat buatan berbentuk
butiran (granular) yang dibuat dari batuan fosfat dengan

campuran asam fosfat dengan asam sulfat yang



(1)

(2)
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komponen utamanya mengandung unsur hara fosfor
berupa mono kalsium fosfat.

Pupuk Amonium Sulfat yang selanjutnya disebut pupuk
ZA adalah pupuk buatan berbentuk kristal dengan
rumus kimia (NH4)2SOs4 yang mengandung unsur hara
nitrogen dan belerang.

Perusahaan Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan
Pupuk ZA adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk
Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk ZA dan memiliki Izin
Usaha Industri dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia 20122.

Industri Hijau adalah industri yang dalam proses
produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan
efektivitas penggunaan sumber daya secara
berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan
pembangunan industri dengan kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat.

Standar Industri Hijau yang selanjutnya disebut SIH
adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang
ditetapkan oleh Menteri.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2
SIH untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan
Pupuk ZA terdiri atas:
a. persyaratan teknis; dan
b. persyaratan manajemen.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. bahan baku;

o

. bahan penolong;

energi;

o o

. air;

®

proses produksi;

™

produk;



2018, No.1492

(3)

(1)

(2)

g. kemasan;

h.limbah; dan

i. emisi gas rumah kaca.

Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kebijakan dan organisasi;

b. perencanaan strategis;

c. pelaksanaan dan pemantauan;

d. tinjauan manajemen;

e. tanggung jawab sosial perusahaan; dan

f. ketenagakerjaan.

Pasal 3
Perusahaan Industri yang telah memenuhi SIH untuk
Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk ZA dapat
mengajukan Sertifikasi Industri Hijau.
Tata cara Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

SIH untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk ZA

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

SIH untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk ZA

dapat dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku:

a.

Sertifikat Industri Hijau yang telah diterbitkan
berdasarkan SIH sebelum Peraturan Menteri ini berlaku,
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa

berlaku Sertifikat Industri Hijau dimaksud berakhir.
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b. Audit surveilans terhadap Perusahaan Industri yang
telah memiliki Sertifikat Industri Hijau dilakukan sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku,
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 /M-
IND/Kep/3/2016 tentang Penetapan Standar Industri Hijau
untuk Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



